
 
 

 
PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA 

Nomor 2 Tahun 2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2013 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MAMASA, 

 
 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dengan 

kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, 
antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun 
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, 
maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013; 

 b. bahwa sesungguhnya dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 
2013 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;  

 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);  

  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651); 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

    5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan 
Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

  8. Undang-Undang Nomor 10Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  10. Undang-Unadang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

  11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4422); Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44380); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

  16. Peraturan Pemerintan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4138); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139);  

  18. Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

  20. Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

  28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614); 

  29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 

  30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi , dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

  31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor………, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor………); 

  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyusunan Anggaran 
dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013; 

  34. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7.a Tahun 2013 tentang Pedoman Umum dan 
Alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2013; 

  35. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA 
Dan 

BUPATI MAMASA 
 

MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 
 

Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 572.703.184.538,00 
bertambah/(berkurang) sejumlah Rp.  11.936.398.337,00 sehingga menjadi Rp. 584.639.582.875,00 dengan 
rincian sebagai berikut : 
 
1. Pendapatan 

a. Semula      Rp. 572.703.184.538,00 
b. Bertambah/(berkurang)    Rp.   11.936.398.337,00 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan     Rp. 584.639.582.875,00 
 

2. Belanja 
a. Semula      Rp. 536.222.333.364,00 
b. Bertambah/(berkurang)    Rp.   16.897.050.940,26 

Jumlah Belanja setelah perubahan     Rp. 553.119.384.304,26 
 Surplus/(Defisit)       Rp.   31.520.198.570,74 
 



3. Pembiayaan  
a. Penerimaan 

1) Semula     Rp.    1.749.482.284,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp.    3.043.740.916,26 

Jumlah Penerimaan setelah perubahan    Rp.    4.793.223.200,26 
 

b. Pengeluaran 
1) Semula     Rp.  38.230.333.458,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp.   (1.916.911.687,00) 

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan    Rp.  36.313.421.771,00 
 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan    Rp.(31.520.198.570,74) 
 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan   Rp.    0,00 

 
Pasal 2 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 
1) Semula      Rp.  14.496.727.077,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    3.177.559.337,00 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan   Rp.  17.674.286.414,00 
 

b. Dana Perimbangan 
1) Semula      Rp. 531.534.725.461,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.      0,00 

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan    Rp. 531.534.725.461,00 
 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
1) Semula      Rp.  26.671.732.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    8.758.839.000,00 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
Setelah perubahan       Rp.  35.430.571.000,00 
 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah 

1) Semula      Rp.    7.538.600.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    0,00 

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan     Rp.    7.538.600.000,00 
 

b. Retribusi Daerah 
1) Semula      Rp.   1.806.562.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    0,00 

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan    Rp.    1.806.562.000,00 
 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 
1) Semula      Rp.   1.273.465.077,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.      897.625.622,00 

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
Setelah perubahan       Rp.    2.171.090.699,00 

d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
1) Semula      Rp.   3.878.100.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    2.279.933.715,00 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  
Setelah perubahan       Rp.    6.158.033.715,00 
 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil 

1) Semula      Rp.   25.677.579.461,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.     0,00 

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan    Rp.  25.677.579.461,00 
 

b. Dana Alokasi Umum 
1) Semula      Rp. 410.741.106.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.     0,00 

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan    Rp. 410.741.106.000,00 
 

c. Dana Alokasi Khusus 
1) Semula      Rp.  95.116.040.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    0,00 

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan    Rp.  95.116.040.000,00 
 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 
pendapatan : 
a. Hibah 

1) Semula      Rp.    0,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    0,00 

Jumlah Hibah setelah perubahan     Rp.    0,00 
 

b. Dana Darurat 
1) Semula      Rp.    0,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    0,00 

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan     Rp.    0,00 
 

c. Dana Bagi Hasil Pajak 
1) Semula      Rp.    3.207.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    0,00 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan    Rp.    3.207.000.000,00 
 
 



d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
1) Semula      Rp.  23.464.732.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    6.158.839.000,00 

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
Setelah perubahan       Rp.  29.623.571.000,00 

 
e.  Bantuan Keuangan dari Privinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya 

1) Semula      Rp.    0,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    2.600.000.000,00 

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari 
Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan    Rp.2.600.000.000,00 

 
Pasal 3 

 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langung  
1) Semula      Rp. 302.022.016.125,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.     3.959.755.049,26 
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan    Rp. 305.981.771.174,26 

b. Belanja Langsung 
1) Semula      Rp. 234.200.317.239,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.   12.937.295.891,00 

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan    Rp. 247.137.613.130,00 
 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai 

1) Semula      Rp. 243.828.118.203,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.  (11.455.350.950,74) 

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan    Rp. 232.372.767.252,26 
 

b. Belana Bunga 
1) Semula      Rp.     0,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.     0,00 

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan    Rp.    0,00 
 

c. Belanja Subsidi 
1) Semula      Rp.     0,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.     0,00 

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan    Rp.    0,00 
 

d. Belanja Hibah 
1) Semula      Rp.  30.043.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    3.941.000.000,00 

Jumlah Belanja Hibah       Rp.  33.984.000.000,00 
 

e. Belanja Bantuan Sosial 
1) Semula      Rp.    9.286.894.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    4.974.106.000,00 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial  setelah perubahan   Rp.  14.261.000.000,00 
 

f. Belanja Bagi Hasil 
1) Semula      Rp.    0,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    0,00 

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan    Rp.       0,00 
 

g. Belanja Bantuan Keuangan 
1) Semula      Rp.  16.864.003.922,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    1.500.000.000,00 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan   Rp.  18.364.003.992,00 
 

h. Belanja Tidak Terduga 
1) Semula      Rp.    2.000.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    5.000.000.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan    Rp.    7.000.000.000,00 
 
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai 
1) Semula      Rp.  11.949.886.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.      (800.982.000,00) 

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan    Rp.  11.148.904.000,00 
 

b. Belanaj Barang dan Jasa 
1) Semula      Rp.   87.640.252.542,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.   11.280.281.401,00 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan   Rp.  98.920.533.943,00 
 

c. Belanja Modal 
1) Semula      Rp. 134.610.178.697,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.     2.457.996.490,00 

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan     Rp. 137.068.175.187,00 
 

Pasal 4 

 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 1.749.482.284,00 
1) Semula      Rp.    1.749.482.284,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    3.043.740.916,26 

Jumlah Penerimaan setelah perubahan     Rp.   4.793.223.200,26 
 
 



b. Pengeluaran sejumlah Rp. 38.230.333.458,00 
1) Semula      Rp.  38.230.333.458,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.   (1.916.911.687,00) 

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan     Rp.  36.313.421.771,00 
 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 
a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp. 1.749.432.284,00 

1) Semula      Rp.    1.749.482.284,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    3.043.740.916,26 

Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya  
setelah Perubahan       Rp.    4.793.223.200,26 
 

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0 
1) Semula      Rp.    0,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    0,00 

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan   Rp.    0,00 
 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah 
1) Semula      Rp.    0,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    0,00 

Jumlah Hasil Pejualan Kekayaan Daerah Yang  
Yang Dipisahkan setelah perubahan     Rp.    0,00 
 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0 
1) Semula      Rp.    0,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    0,00 

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah 
Setelah perubahan       Rp.    0,00 
 

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0 
1) Semula      Rp.    0,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    0,00 

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 
Setelah perubahan       Rp.    0,00 
 

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0 
1) Semula      Rp.    0,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.       833.134.043,00 

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan   Rp.       833.134.043,00 
 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0 
1) Semula      Rp.    0,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    0,00 

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan  

Setelah perubahan       Rp.    0,00 
 

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 
1) Semula      Rp.    3.000.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    0,00 

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah  
setelah perubahan       Rp.    3.000.000.000,00 
 

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 35.230.333.458,00 
1) Semula      Rp.  35.230.333.458,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.   (1.916.911.687,00) 

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang 
Jatuh Tempo setelah Perubahan     Rp.  33.313.421.771,00 

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0 
1) Semula      Rp.    0,00 
2) Bertambah/(berkurang)    Rp.    0,00 

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi 
Daerah setelah perubahan      Rp.    0,00 
 

Pasal 5 

 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari : 
 
1. Lampiran I  Ringkasan Perubahan APBD; 
2. Lampiran II  Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi  

   SPKD 
3. Lampiran III  Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SPKD,  

   Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
4. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi 

   SPKD, Program dan Kegiatan; 
5. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan  

   Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
6. Lampiran VI  Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan 

   Daerah; 
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan 

   dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 
9. Lampiran IX  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; 

 
Pasal 6 

 
Bupati Menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 
landasan operasional pelaksanaan  APBD 
 



Pasal 7 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah. 
 
 
        Ditetapkan di Mamasa 
        Pada tanggal 4 November 2013 
 
                      BUPATI MAMASA 

 
         
                       ttd  
 
                      H. RAMLAN BADAWI 

 
 
Diundangkan di Mamasa 
Pada tanggal 4 November 2013 
         
Plt. SEKRETARIS DAERAH, 

 
 
                   ttd 
 
Drs. HARNAL EDISON . MM 
NIP. 19562512 198103 1 013 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2013 NOMOR 123 
 

 


